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ABSTRAKSI

Wika Wahyu S., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Umsit@s Brawijaya, Juli
2009, " Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tak@@v/ tentang
Perseroan Terbatas Terkait dengan Corporate SdReegponsibility (CSR) oleh
PT. Guna Bangun Perkas®@r. Sihabudin, S.H., M.H., Sri Wahyuningsih,S.H
MPd.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentamplementasi pasai4
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persel@abatas Terkait
dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oléh ®una Bangun Perkasa
Latarbelakangnya adalah adanya pengaturan yangdadam Undang-Undang
Perseroan Terbatas tenta@grporate Social ResponsibilifCSR), sehingga PT.
Guna Bangun Perkasa yang bergerak dalam bidan@ usatstruksi termasuk
dalam perusahaan yang wajib melakukan CSR, dimanggting jawab itu
muncul ketika dalam menjalankan perusahaan telahbmekan dampak terhadap
lingkungan disekitarnya.Adapun masalah yang diaajiaitu: (1) Bagaimanakah
implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 T&0@7Y yang menyangkut
Corporate Social Responsibilifyang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa?,
(2) Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yargkullan oleh PT. Guna
Bangun Perkasa dalam melaksanakarporate Social Responsibility

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empidengan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunalidalah data primer dan
sekunder yang didapat dari wawancara langsung destgeholderdan studi
pustaka. Teknik analisa data dalam penelitiandalah deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkarajan atas permasalahan
yang ada, PT. Guna Bangun Perkasa telah menerapkaau
mengimplementasikan CSR yang diatur dalam pasbll¥&omor 40 tahun 2007
melalui pola keterlibatan langsung, yaitu perusahaeenjalankan programnya
secara langsung kepada masyarakat. Kendala yarsglagih oleh PT. Guna
Bangun Perkasa dalam melaksanakan program CSRI ditagadi dua, yaitu
faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang ménjendala adalah anggaran
dana yang diperlukan untuk menjalankan program @C8Rup tinggi, belum
dimasukkannya CSR sebagai strategi bisnis, sertangoya SDM. Kendala
ekstern adalah kurang kerjasama dari masyarakak ikt menjaga lingkungan,
tidak stabilnya kondisi perekonomian, dan tidak dd@asan dari pemerintah
mengenai CSR sehingga menjadi luas. Upaya yangu#iden oleh perusahaan
dalam mengatasi kendala intern adalah memasukk&nk€$lalam strategi bisnis
dan menjadikan sebagai media promosi untuk perasahmtuk faktor ekstern
perusahaan berusaha meningkatkan kesadaran madyagde selalu menjaga
lingkungan, menciptakan perusahaan tangguh yangntéérhadap guncangan
ekonomi dan memfokuskan program CSR.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka hendakmerusahaan tetap

melanjutkan program CSR yang sudah dilaksanakaratam fokus, sedangkan
untuk Pemerintah agar segera membatasi CSR agardah tidak menjadi luas
serta ikut serta bersama masyarakat untuk teruslwkang program CSR yang

dilakukan oleh perusahaan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujaag ysama, yaitu
meningkatkan kemakmuran pemilik. Kemakmuran pemiikdapat dilihat
dari meningkatnya nilai perusahaan dengan caang concern
(berkelanjutan) perusahaan dapat dipertahankan dan sarana untuk
mempertahankamgoing concern adalahearning (pendapatan)Tolok ukur
earning merupakan tolok ukur yang paling populer dan pallmenyak
digunakan oleh para analis dan pelaku bisnis untoénilai kinerja
perusahaan. Pembangunan suatu negara bukan hanggurig jawab
pemerintah saja, tetapi setiap manusia berperaruk umhewujudkan
kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hmogyarakat. Dunia usaha
berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaglgats dengan
mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Halagui, bahwa di satu
sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skdlasar telah mampu
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekom@sional, tetapi di sisi
lain ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektdustri seringkali
menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yarghpa

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya meningk&iarakmuran
pemilik yang lebih menekankan pendekatan ekonoetapt yang lebih

penting adalah menjaga hubungan yang harmonisedaras dengan kreditor,
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investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakattssela. Keselarasan
hubungan ini diharapkan mampu memperpangmgg concern perusahaan.
Untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini setepsphaan diharapkan
memiliki perhatian dan tanggung jawab yang seimbanijra kepentingan

ekonomi dan kepentingan sosial.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerséfFedratas
adalah undang-undang yang mengatur tentang Pemséfeebatas (PT).
Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomorfa&lun 2007 ini dan
berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu \gddadang Nomor 1
Tahun 1995. Salah satu hal yang berbeda adalah7#assengenaCorporate
Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang
isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjaldcd@giatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alajb welaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung bja®asial dan
Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yamngdarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelakeaya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yzaigla tidak dilakukan
akan dikenai sanksiCorporate Social Responsibilities ini semakin sering
didengar ditelinga sejak menguatnya keinginan untunerapkanGood

Corporate Governance (GCG).

M. Friedman mengatakan bahwa tujuan utama korpouasuk
memperoleh profit semata kini semakin ditinggalkatpi sebaliknya konsep
triple bottom line yaitu profit (ekonomi) planet (lingkungan) people (sosial)

yang digagas oleh John Elkington semakin masuk l&edanainstream

2



(tendensi) etika bisnis.Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional
bisnis : menghasilkan keuntungan dan kekayaan pagiiliknya yaitu
pemegang saham. Dimensi sosial berasal dari asgédt dari kegiatan bisnis,
berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakaaraseamum,
peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluargagyta masyarakat sekitar
dan masyarakat pada umumnya. Dimensi lingkungarkehaan dengan
pemeliharaan lingkungan yang sehat dan adanya gamakan kelestarian
lingkungan. Aspek lingkungan tidak hanya dikenagada kegiatan produksi,
misalnya pembuangan limbah produksi, tetapi jugdapperolehan bahan

baku akibat penggunaan produk yang dihasilkan.

Tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan sebamgaitnken
perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampatt&egperasinya
dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pat#syarakat dan
lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menggm dampak-dampak
tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merughagi para
stakeholdernya. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakaijkkan
yang diambil dari perusahaan menyangkut kegiatanidnya, akan tetapi
banyak pula perusahaan yang merasa telah melakakggungjawab sosial
dan lingkungan dengan hanya membagikan bantuaad&phkorban bencana
alam. Artinya, banyak sekali yang belum mengeriuasalah mengartikan

mengenai tanggungjawab sosial itu sendiri.

L Suharto, Edi, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility), Bandung : Refika Aditama, hal. 45.



PT. Guna Bangun Perkasa yang bergerak dalam bidsada
konstruksi merupakan salah satu dari banyak pemasahyang wajib
melakukan Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial
lingkungan ini muncul ketika PT Guna Bangun Perkadaiam menjalankan
perusahaannya telah memberikan dampak terhadagutiggn disekitarnya,
seperti: kotornya udara karena kegiatan pembangdaanasap kendaraan
pengangkut material, atau rusaknya jalan-jalarekitar daerah proyek karena
sering dilalui oleh alat berat, atau bahkan bemgnga daya serap air tanah
yang ada disekitar proyek. Selanjutnya, penulisningeneliti pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun
Perkasa, atas dasar itu judul dalam penelitiaadaiah “Implementasi Pasal
74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Reseferbatas
Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (E8eh PT. Guna Bangun

Perkasa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pasal 74 Undang-UndamgoNd0 Tahun
2007 yang menyangkuZorporate Social Responsibility yang dilakukan
oleh PT. Guna Bangun Perkasa?

2. Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dikuteh PT. Guna

Bangun Perkasa dalam melaksanakarporate Social Responsibility?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi pasblindang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentar@orporate Social Responsibility (CSR)

yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa.

2. Menganalisa kendala yang dihadapi dan upaya ydagutian oleh PT.
Guna Bangun Perkasa dalam melaksanak@orporate Social

Responsibility (CSR).

D. Manfaat Penditian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukurantara lain :

1. Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaani
perkembangan Hukum Bisnis, khususnya Hukum Perasaha

b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya ilhakri
penelitian hukum ini berguna sebagai masukan déarbantuk
melakukan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi mahasiswa dan dosen, sebagai bahan rujukaok unt
mahasiswa dan dosen dalam ikut serta melakukanapersgn
implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 oleh

perusahaan khususnya mengeoaporate social responsibility.



b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawalsa
penjelasan mengeneorporate social responsibility yang menjadi
kewajiban dari perusahaan demi pembangunan bepltlan

c. Bagi Perusahaan, mampu meningkatkan pelaksanagorate
social responsibility yang tepat.

d. Selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mleagan
peraturan yang menyangkut tanggungjawab sosial dan

pembangunan berkelanjutan .

E. SSISTEMATIKA PENULISAN

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisampskr perumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistempgkalisan.

BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang pustaka yang diganaieh peneliti, yaitu
pengertian implementasi, pasal 74 Undang-Undangadsat@ Tahun 2007
beserta penjelasannya, kajian tentang Persero&atésr dan Kajian umum

tentangCorporate Social Responsibility.

BAB |1l METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, melipotetode pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumbatadteknik pengambilan

data, dan teknik analisis data serta definisi apenal.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai implementasi bgdandang Nomor
40 tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tent&@gporate Social
Responsibility oleh PT Guna Bangun Perkasa serta kendala dama uiaégm

pelaksanaannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pammasan pada Bab
sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapakarayang diharapkan

menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas delam
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pers@redmatas, yang
berlaku secara efektif sejak tanggal 16 agustus7.20Bebelum
diberlakukannya UU PT 2007, berlaku UU PT Nomor dhdn 1995
yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996. Undang-Und@ihgahun 1995
tersebut merupakan pengganti dari peraturan mengdngang diatur

dalam KUHD pasal 36 sampai 56, dan segala perubghan

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1899 telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mgnBerseroan

Terbatas, disebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.



Berbeda dengan KUHD yang tidak secara eksplisit yatakan
bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT pada fpariama pasal
ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan Kiidiabagai badan
hukum dan dianggap sebagai manusia. Badan hukulahaglzgatu badan
yang ada karena hukum, dan memang diperlukan admaya
sehingga disebutegal entity, oleh karena itu maka disebattificial
person atau manusia buatan, atgerson in law atau legal person

/rechtpersoon.?

Orang dalam penggunaan secara umum, adalah mayaitiaa
human being natural person sebagai lawan dariartificial person
sebagaimana disebutkan di atas. Menurut istilatutmulatau undang-
undang, dalam pengertian “orang” bisa termasukgadraan, organisasi,
permitraan dan lain-lain, namun demikian, peruaahaorganisasi,
pemitraan dan lain-lain yang dianggap dalam arseteut, tidak dengan
sendiri kemudian adalah merupakan badan hukumus&eaan disebut
sebagai badan hukum apabila telah memenuhi petagaatau kriteria
tertentu, oleh karena itu maka ada perusahaan gaaput sebagai
badan hukum dan ada yang disebut bukan badan htil@tatus PT
yang berubah menjadi badan hukum memiliki dampalaéta pemilik
atau pemegang saham dan pengurus atau direksi,tggoisah dari PT

itu sendiri yang dikenal dengan istilad@parate legal personality yaitu

?|.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha, cet
6, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, him 127.

*1.G Rai Widjaya, Ibid, him 128



sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demmiknaka pemegang
saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaasd?iingga oleh
sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utémggyerusahaan atau
PT, ini dikenal dengan sebut&orporate Personality, yang essensinya
adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas kapubadian
berbeda dengan orang yang menciptakannya. Maksudagkipun bila
orang menjalankan perusahaan terus berganti, peraisderus berganti,
perusahaannya tetap memiliki identitas sendiriepa$ dari adanya
penggantian para anggota pengurus ataupun pemeggmgmnya.
Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berkaatipun diulang
kembali setiap terjadi pegantian manajer atau [@vam pemegang

saham perusahaanna.

Perseroan Terbatas ( PT ) merupakan suatu hasikikheikum,
yaitu sebagai badan hukum dengan gedung, tanalkatgawan yang
dimilikinya. Meskipun PT merupakan suatu badan hukang mandiri,
PT tidak dapat dilihat dan tidak memiliki kebutuh@mlogis dan
spiritual. Namun merupakan suatu kenyataan, dinRihamerupakan
suatu subjek pajak yang memberikan pajak terbesgr tegara. Dari
sinilah sebenarnya permasalahan PT membutuhkan smamlan itu
pula mengapa UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseredmatbs yang
telah diubah dengan UU No 40 Tahun 2007 tentangeRean terbatas

di Indonesia tidak mengizinkan anggota komisars atireksi diangkat

*1.G Rai Widjaya, Ibid, him 131-132
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dari yang bukan manusia. Hal ini berbeda dengabhetinda dimana
dapat dimungkinkan PT menjadi direksi dari suaty [BFahkan menjadi

komisaris PT

Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas yarapétrdalam UU PT
Nomor 40 tahun 2007, maka untuk dapat disebut sehzeyusahaan
Perseroan Terbatas menurut UU PT nomor 40 Tahury 2G0us

memenuhi unsur-unsdr:

a. berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutadalm

b. didirikan atas dasar perjanjian,

c. melakukan kegiatan usaha,

d. modalnya terbagi saham-saham,

e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Ra peraturan

pelaksanaannya.

4. Organ dalam Perseroan Terbatas’

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yangntlitean

dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar.

> Emmy Yusaharie(ed), Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Rangkaian Lokakarya

Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainya, Jakarta, 2004, him 175.

g Kholil, Munawar, Hukum Perseroan Terbatas (Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007), UNS,
Semarang, 2008, hal.9.

” Ibid, hal 47.
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2)

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan daekdDir
dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungagadenata

acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepanting

Perseroan.

3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mebgdam
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir talan/a
diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan raatxa
rapat.

4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkams ha
disetujui dengan suara bulat.

. Direksi

1) Direksi merupakan organ yang membela kepentingasepsan
(PrinsipFiduciary Duties).

2) Tugas ganda Direksi, yaitu melaksanakan kepenguoruaksen
perwakilan

3) Tugas kepengurusan secara kolegial oleh masingaghasiggota
direksi.

4) Direksi perseroan yang mengerahkan dana masyarakat,
menerbitkan surat pengakuan hutang, untuk PT terbukimal
2 orang anggota Direksi.

5) Direksi diangkat olehn RUPS dan yang dapat diangkanjadi

anggota direksi adalah orang perseorangan yang mamp
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah tdkgm

12



C.

pailit/dihukum karena merugikan keuangan negarandalaktu

5 tahun sebelum pengangkatan.

Dewan Komisaris

1) Tugas utamanya yaitu mengawasi kebijakan direkdanda
menjalankan perseroan serta memberi nasihat kejvadkasi,

2) Komisaris diangkat berdasarkan RUPS.

3) Keanggotaan Komisaris: jika pemegang saham makashar
melaporkan kepemilikan sahamnya baik di perseroangy
diawasi maupun saham yang dimiliki di perseroam. lai

4) Kriteria untuk dapat menjadi komisaris sama halmangan

direksi.

5. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

a.

Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakat@mjpr antara
para pendiri(minimal 2 (dua) orang atau lebih)untdikuangkan
dalam akta notaries (akta pendirian).

Pembuatan akta pendirian, yang memuat anggaram (RS dan
keterangan lain yang berkaitan dengan pendiriasep@an yang
dilakukan dihadapan notaris.

Pengajuan permohonan melalui jasa Teknologi Infermadan
didahului dengan pengajuan nama perusahaan unsaklk@in oleh
Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuamyeadapat

diajukan oleh notaris). Pengajuan paling lambah&0 sejak tanggal

% Ibid, hal 11.
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akta pendirian ditandatangani , dilengkapi dengasterlangan
dokumen pendukung. Menteri akan menyatakan tidakregan atas
permohonan yang bersangkutan secara elektroniklapsgmuanya
sudah lengkap. Paling lambat 30 hari sejak perapatadak

keberatan dari Menteri, yang bersangkutan wajib yaepaikan
secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokurpendukung,
selanjutnya 14 hari kemudian Menteri menerbitkarpukesan
pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandataseeera
elektronik.

. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteriabgan dengan
tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan BEddmm

Perseroan, persetujuan atas Anggaran Dasar yangenmn&an

persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahagafanrg Dasar
yang tidak memerlukan persetujuan, atau penerirpaarberitahuan
perubahan data perseroan yang bukan merupakan ramg@easar
Perseroan). Daftar Perseroan terbuka untuk umum.

. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI| (pengamu
dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antare: lakta

pendirian perseroan beserta Kepmen tentang Peragesdadan
Usaha Perseroan, Akta perubahan Anggaran Dasaté&spmen
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat Alia

perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima petabeannya

oleh Menteri).
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6. Struktur Pemodalan Perseroan Terbatas

a. Modal Dasar
b. Modal ditempatkan

c. Modal disetor

Keterangan:

a. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (limalup juta
rupiah)?

b. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harasndpatkan dan
disetor penut?

c. Modal ditempatkan dan modal disetor penuh dibuktildeengan
bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran sahamléatut untuk
menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh

d. Bentuk setoran modal saham dalam bentuk uang danfdlam
bentuk lainnyd?!

e. Apabila saham dilakukan dalam bentuk lain selaingugenilaian
setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilgarwgang
ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yidiagy terafiliasi
dengan perseroan, dan jika merupakan benda tidaerad harus

diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dgagka waktu

° pasal 32 ayat (1) dan (2) UU PT Nomor 40 tahun 2007.
1% pasal 33 ayat (1) UU PT Nomor 40 tahun 2007.
" pasal 34 ayat (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007.
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14 hari setelah akta pendirian ditandatangani a&telah RUPS
memutuskan penyetoran saham terseBut.

f. Pengurangan Mod4l

1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroaiahad
sah apabila dilakukan dengan memperhatikan petsyara
ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk badran
anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Unakéng
dan/atau anggaran dasar.

2) Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS kepsetaua
kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atab Bbrat
Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujul) terhitung
sejak tanggal keputusan RUPS.

3) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitueigls tanggal
pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatararasec
tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atpaitlksan
pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungjak
keberatan diterima, Perseroan wajib memberikanawaecara
tertulis atas keberatan yang diajukan.

5) kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilarrnggng
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseapahila

Perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan

'2 pasal 34 ayat (2) dan (3) UU PT Nomor 40 tahun 2007.
 Diatur dalam pasal 44-47 UU PT Nomor 40 Tahun 2007.
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6)

7)

8)

9)

penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangk&tu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawabaersBroan
diterima, atau tidak memberikan tanggapan dalamkgnvaktu
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberdiajukan
kepada Perseroan.

Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahgarang
dasar yang harus mendapat persetujuan MenterietBgrEn
Menteri diberikan apabila: tidak terdapat keberaetulis dari
kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimakslahd®asal
45 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, telah dicapai
penyelesaian atas keberatan yang diajukan kredii@n, gugatan
kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putuseng telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempalka
disetor dilakukan dengan cara penarikan kembalarsaltau
penurunan nilai nominal saham.

Penarikan kembali saham dilakukan terhadap sahamm tedah
dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap sahanyash
klasifikasi yang dapat ditarik kembali.

Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayarandehdrus
dilakukan secara seimbang terhadap seluruh sahanseatap

klasifikasi saham.

10)Keseimbangan dapat dikecualikan dengan persetugeamua

pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurang
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11)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikesaham,

keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanyah bole

diambil setelah mendapat persetujuan terlebih datiati semua
pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yaigya
dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangadaim

tersebut.

7. Penggunaan L aba Perseroan

a.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu ddvalbersih setiap
tahun buku untuk cadangan.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apaP#aseroan
mempunyai saldo laba yang positif.

Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangarcapeai paling
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modaldg/ditempatkan

dan disetor.

. Jika Cadangan belum mencapai jumlah paling se@@it% (dua

puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkam dlaetor, laba
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugiag yidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lain.

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlakispen

untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
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8. Matriks Perbandingan Pengaturan Perseroan Terbatas™

No HAL KUHD Undang undang No 1 tahun Undang undang No. 40
1995 tahun 2007
PT adalah tiap tiap persekutugRT adalah badan hukum yahBadan Hukum yang merupakan
1 Definisi PT perdata yang didirikan untykdidirikan berdasarkan perjanjiarpersekutuan modal. Didirikgn
menjalankan suatu perusahgan melakukan kegiatan usahaerdasarkan perjanjian,
tidak di bawah satu namaengan modal dasar yapghelakukan kegiatan usaha
bersama seluruhnya terbagi dalam sahamengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham
Tidak ada ketentuan tentandidak ada ketentuan tentahddanya tanggung jawab sos|al
2 | Tanggung jawal tanggung jawab sosial damanggung jawab sosial damari perusahaan guna
sosial dan lingkungan yang harus dilakukafingkungan yang harusmeningkatkan kualitap
lingkungan oleh PT dilakukan oleh PT kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi masyarakat
pada umumnya
3 Kedudukan | Pemeriksaan dan pengesahd&apat Umum Pemegang SahaRapat Umum pemegang Saham
Rapat Umum | Perseroan terbatas dilakukemerupakan organ tertinggmempunyai kedudukan yang
Pemegang | oleh para persero dalam Perseroan Terbatas sama dengan Direksi dan
Saham (RUPS) Komisaris dalam Perseroan
Terbatas.

! perbedaan PT dalam KUHD, UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 tahun 2007, http://www.rahmatabdurahman.multiply.com/ (diakses pada tanggal 9 Maret

2009)
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Dalam KUHD ataupun dalamKomisaris merupakan orgg

irkKomisaris merupakan bagian

3

ar
an

AN

g

D

il

Anggaran Dasar tidakperseroan Terbatas yandari Dewan Komisaris. Di marja
Komisaris mengharuskan adanya orgamelakukan pengawasan dpbBewan Komisaris merupakgn
Komisaris. Kalaupun adamemberi nasehat kepaglargan Perseroan terbatas yang
Komisaris merupakan orggrDireksi. bertugas melakuk
Perseroan Terbatas yang pengawasan dan memb
bertugas mengawasi pengufus nasihat kepada Direksi
saja.
Perubahan | Tidak ada ketentuan tentapgerubahan Anggaran DagdPerubahan Anggaran Dag
Anggaran Dasall perubahan Anggaran Dasar. | Perseroan  Terbatas  hanuserseroan yang telah dinyatak
mendapatkan persetujuaPailit, tidak dapat dilakukan.
menteri Kecuali dengan persetujud
Kurator.
Stuktur Tidak ada ketentuan tentan§lodal dasar Perseroan Terbatddodal dasar Perseroan terbafas
Permodalan | jumlah modal dasar. paling sedikit Rp. 20.000.000,paling sedikit Rp. 50.000.000
Modal yang ditempatkan palingpasal 25 ayat (1)). (pasal 32 ayat(1)).
sedikit 20% dari modal dasar. | Modal yang ditempatkan palirjgModal yang ditempatkan palin
Modal yang di setor palingsedikit 25% dari modal dasar. | sedikit 25% dari modal dasar.
sedikit 10% dari modal yanE;Modal yang disetor palingModal yang disetor palin
ditempatkan. sedikit 50% dari modal yanjgsedikit 100% dari modal yang
ditempatkan. ditempatkan
Jangka waktu | Tidak ada ketentuan tentaplRUPS dapat menyerahkaRUPS dapat menyerahkd
kewenangan |jangka waktu ( RUPS) dappkepada Dewan Komisaris dalgnkepada Dewan Komisaris dalg

Komisaris dalam

menyerahkan kewennang

hhal Penambahan modal unt

m

ukal Penambahan modal unt

Lk
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hal Penambahan kepada komisaris dalam higlangka waktu paling lama [Hjangka waktu paling lama [1
modal Penembahan modal tahun tahun

8 | Ketentuan SahamTidak ada ketentuan tentap&aham tanpa nominal tidak bisg&emungkinan pengeluargn
tanpa nilai saham tanpa nilai nominal di keluarkan saham tanpa nilai nominal i

Nominal dalam peraturan perundang
undangan di bidang pasar
modal.

9 Tempat Pemberitahuan segaldempat diadakan Rapat UmUrRUPS diadakan di tempat
diadakannya | keuntungan atau kerugian dap&emegang Saham ( RUPS)|d&iedudukan Perseroan, tempat
Rapat Umum | dilakukan dalam suatu rapgtempat kedudukan perserodmerseroan melakukan usahanya,

Pemegang | umum, baik dengapntempat perseroan melakukpditempat kedudukan di mana

Saham mengirimkan suatu daftarkegiatan usahanya. saham perseroan di catatkan

(RUPS) untung/ rugi terhadap tiap tigp dan tempat diadakan dapat |di
persero ( pemegang saham| )/ manapun d
atau membuat daftar perhitunggan wilayahlndonesia jika seluruh
sementara dan di umumkan pemegang saham
kepada semua persero menyetujuinya secara bulat

10 Permintaan | Para pengurus harus tiap tfﬁemegang saham dapddewan Komisaris dapat

penyelenggaraaptahun sekali memberitahukameminta penyelenggaraameminta penyelenggraan rapat
Rapat Umum | segala keuntungan dan jugRapat Umum Pemegang Sahathmum  Pemegang  Sahgm
Pemegang | kerugian yang di peroleh kepaflkepada Direksi atau Komisari§ kepada Direksi
Saham semua persero
(RUPS)
Dalam hal PengambilgnDalam hal keputusanDalam hal Pengambilan
11 Pengambilan | keputusan berdasarkamerdasarkan musyawarah un{ukeputusan berdasarkan
keputusan musyawarah  untuk mufakamufakat tidak tercapal,musyawarah untuk mufakat
tidak tecapai, maka keputusan|dieputusan diambil berdasarkpndak tercapai. Keputusgn
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ambil berdasarkan
terbanyak dari pada pemeg
saham

suj&uara

terbanyak biasa d
ngmlah suara yang dikeluarka
secara sah

hadalah sah jika di setujui leb
wdari Y2 bagian dari  jumlal
saham yang dikeluarkan

=

12

Orang yang tidal
dapat menjadi
Anggota Direksi

xTidak ada ketentuan tenta
Orang yang tidak dapat menjg
Anggota Direksi.

Anggaran Dasar menentuk
bahwa yang dapat diangk
menjadi Direksi adalah Warg

diarena melakukan tindak pida

yang merugikan  keuanga
atebelum pengangkatan tid
alapat dijadikan Direksi

Negaralndonesia

n@rang yang pernah di hukup©rang yang pernah di huku

bNegara dalam waktu 5 tahyilNegara

m
n&arena melakukan tindak pida
uiyang  merugikan  keuangan

514

13

Dasar pendirian
Perseroan
Terbatas

KUHD tidak  menyebutka

secara tegas bahwa PT didrikatisebutkan

berdasarkan perjanjian, dan

didirikan oleh 2 (dua) orang ataulperdasarkan
Dalam prakiek yangPasal 1 ayat 1).

lebih.
berlaku KUHD mengan
prinsip perjanjian pada waki
pendirian PT, sehingga har
didirikan oleh 2 (dua) orang
sedangkan setelah PT disahl
dianut prinsip institusi sehingg
pemegang sahamnya da

Dalam undang undang i
secara jeld
PT

perjanjian

Pahwasannya

PT didirikan oleh 2 (dua) oran
tatau lebih ( pasal 7 ayat (1)
WEindang undang ini  sca
Konsisten mempertahank
&omposisi tersebut, dalam h
asetelah PT disahkan pemegs
pghham kurang dari 2 (du

didirikgrbahwasannya

hDalam undang undang |
hslisebutkan secara jelas
PT didirik
berdasarkan perjanjian ( Pas
ayat 1).

oPT didirikan oleh 2 (dua) oran
Jatau lebih ( pasal 7 ayat (1)
d&Jndang undang ini sca
hRonsisten mempertahank
akomposisi tersebut, dalam Hhal
rgetelah PT disahkan pemegs
h¥aham kurang dari 2 (du

menjadi 1 ( satu) orang |(crang , dalam waktu palingorang , dalam waktu paling
pemegang saham tunggal) lama 6 (enam) bulan terhitundama 6 (enam) bulan terhitung
sejak keadaan tersefusejak keadaan tersefut
pemegang saham ya}gemegang saham yang
bersangkutan wajib bersangkutan wajib
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mengalihkan
sahamnya kepada orang lain.
Dalam hal setelah lewat
(enam) bulan pemegang sah
kurang dari 2 (dua) oran
pemegang saham bertanggy
jawab  secara
segala perikatan atau kerugi
perseroan dan pengadilan neg
dapat membubarkan Perserg
atas permohonan pihak ya
berkepentingan. Ketentuan ya

oleh 2 (dua) orang atau lebi
tidak berlaku bagi BUMN

sebagigmmengalihkan

pribadi atgagawab

mewajibkan Perseroan didirikganmewajibkan Perseroan didirika

sebagig
sahamnya kepada orang lain.
6Dalam hal setelah lewat
penam) bulan pemegang sah
pkurang dari 2 (dua) oran
memegang saham bertanggu
secara pribadi atj
peegala perikatan atau kerugi
grerseroan dan pengadilan neg
atapat membubarkan Perserg
ngtas permohonan pihak ya
hgerkepentingan. Ketentuan ya

holeh 2 (dua) orang atau lebi
tidak berlaku bagi Persero ya
seluruh sahamnya dimiliki ole

mengelola bursa efek, lemba|
kliringdan penjaminan, lembag
penyimpanan dan penyelesa
, dan lembaga lembaga |4
sebagai mana di atur dalg
Undang Undang tentang pas
modal.

6
AMm
.,
n
AS

an

eri
an
LS

g
N

h,
N9
h

Negara atau perseroan yang

pa
a
an
in
m
ar
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PT Tertutup dan
PT Terbuka

Dalam KUHD dan Anggara
Dasar perseroan tidak mengaty

nDalam Undang Undang i
rmengatur walaupun tidak secd

tegas bahwa PT dibagi atas

liDalam Undang Undang yan

g

ilbaru mengatur walaupun tid

k

RBecara tegas bahwa PT dibagi

23



Tertutup dan PT Terbuka.
Dan untuk PT Terbuka setelah
nama Perseroan” ditamb;
singkatan kata “Tbk”.

atas Pt Tertutup dan H
Terbuka.

hiDan untuk PT Terbuka setelali
nama Perseroan” ditamb:

singkatan kata “Thk”.

untuk menutup kerugian, Pers@rbalam Undang Undang inj,Dalam Undang Undang yang
dapat membentuk danaetiap tahun buku, Perserogbaru, setiap tahun buky,
15 Penggunaan | cadangan ( Pasal 48 KUHD)wajib  menyisihkan jumlamPerseroan wajib menyisihkan
Laba akan tetapi KUHD dantertentu dari laba bersih untykumlah tertentu dari laba bersjih
Anggaran Perseroan tidalkcadangan. untuk cadangan.
menetukan secara tegas jum|gienyisinan dilakukan samppKewajiban penyisinan berlaku
minimal penyisihan laba bers|lcadangan mencapai sekurgrapabila Perseroan mempunyai
untuk cadangan. kurangnya 20 % dari modgabkaldo laba yang positif
Pembagian keuntunga dibgdgrang ditempatkan. penyisihan dilakukan sampgi
menurut cara yang ditentukapenggunaan laba bergiltadangan mencapai sekurgng
oleh rapat Umum Tahungrtermasuk penentuan jumlgakurangnya 20 % dari modal
pemegang Saham . penyisihan untuk cadangan [dyang ditempatkan.
Keuntungan yang dibagikgmputuskan oleh RUPS. penggunaan laba bergih
sebagai Deviden yang tidalSetelah limatahun Devidgrtermasuk penentuan jumlah
diambil dalam waktu 5 (lima)yang tidak di ambil di masukdrpenyisihan untuk cadangan |di
tahun setelah disediakan untuke dalam cadangan yafpgutuskan oleh RUPS.
dibayar, menjadi milik diperuntukan untuk itu. Setelah limatahun Devidgn
Perseroan. yang tidak di ambil di masukgn
Pembagian keuntungan dibagi ke dalam cadangan khusus.
menurut cara yang ditentukan
oleh Rapat Umum Tahunan
Pemegang Saham
16 | Penggabungan| KUHD tidak mengatur. Dalam Undddogdang inif Dalam Undang Undang ini
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Peleburan ,

Dalam anggaran Dasar, tata caraengatur

mengenai masal

bmengatur

mengenai

masalph

Pengambilalihan| yangdipakai dalam  praktgkPeleburan, Penggabungan ddPeleburan, Penggabungan dan
dan pemisahan| berpedoman kepada: Pengambilalihan. Pengambilalihan. Tetapi tidgk
Surat Bankindonesiatanggal LPenggabungan dan Pelebufanengatur tentang pemisahan.
desember 1972 No. 5/04/UUPB.yang terjadi karena hukum yaipgengambilalihan sahgn
Surat Keputusan Mentefikita kenal dengan istilapPerseroan lain langsung dari
Keuangan tanggal 25 maret 1 ridische fusie atau Juridicabemegang saham tidak peflu
No. 278/ KMK-01/1989. merger diatur dalam pasal 1pdidahului dengan membugt
Undang- UndangNo. 7 tahyrayat (2). rancangan pengambilalihan,
1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan lebih lanjut di afuitetapi  dilakuka  langsun
Peraturan mengenai Pagatalam Peraturan Pemerintah. | melalui perundunga dan
Modal. kesepakatan oleh pihak yanhg
aka mengambil alih enggn
pemegang saham dengan tetap
memperhatikan Anggargn
Dasar Perseroan yang diampil
alih.
17 | Tanggung jawal) KUHD mengatur bahawpSelain ~ bertanggung jawaglSelain  bertanggung jawagb
pemegang sahaimpemegang saham tidalpemegang saham yang terbgtaemegang saham yang terbgtas
dan bertanggung jawa untuk lebjlsampai dengan nilai jumlghsampai dengan saham yang

penerobosan tar

ndaripada jumlah penuh sahg

lIrsaham yang telah di ambilnyg

| telah di milikinya ( pasal 3 ayd

it

eng badan hukm saham itu (Pasal 40 ayat (2)). |pasal 3 ayat (1)) juggp(l)) juga penerobosan tersebut
(piercing the KUHD tidak mengatur tentanbpenerobosan tersebut dengatengan alasan sebagaimgna
corporateveil) | penerobosan tameng badaslasan sebagaimana ditentukahtentukan dalam pasal 3 ayat
hukum. dalam pasal 3 ayat (2). (2).
Bubar demi hukum karenaPasal 114 mengatur dengaRasal 142 mengatur tentahg
perseroan menderita kerugigjelas pembubaran perseroF?engan jelas  pembubargan
sebesar 75% ( pasal 47). karena: perseroa karena:
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Pembubaran dai
likuidasi
Perseroan
Terbatas

Di bubarkan oleh MentefiKeputusan RUPS.

kehakiman demi Kkepentingadlangka waktu berdirinya yar
umum dalam hal pengesahpditetapkan dalam Anggars
Perseroan di gantungkan pgdaasar telah berakhir.

suatu syarat Penetapan pengadilan.

W ( pasal 37 ayat (3)) dan apabjlienteri kehakiaman juga tida
pengesahan Perseroan diberikalmapat membubarkan Persero

dengan tak bersyargtyang dapat membubarkd
Pembubaran oleh mentgriPerseroan adalah Bad
kehakiman dapat di lakukgrPeradilan.

setelah mendengar pendapat

Mahkamah Agung.

Dalam KUHD diatur tia

perseroan yang dibubarkan hafus
di bereskan oleh pengurusnya,
kecuali dalam akta telah diatur
suatu tata cara pemberesan yang
lain (pasal 56).

Keputusan RUPS.
glangka waktu berdirinya yar
iditetapkan dalam  Anggarg
Dasar telah berakhir.
Penetapan pengadilan.
KPutusan Pengadila Niaga.
barena harta pailit Persero

lyang  telah dinyatakan Pai
hherada dalam keada
Insolvensi.
Dicabutnya izin usah
Perseroan.

AN
it
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B. Kajian Umum Corporate Social Responsibility
1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Di dalam bahasa Indonesia, Corporate Social Regplitysdisebut
tanggung jawab sosial perusahaan. Ruang lingkugidak hanya
perusahaan, tetapi organisasi. CSR merupakan duatsep bahwa

perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap:

a) Konsumen
b) Karyawan
c) Pemegang saham
d) Komunitas
e) Lingkungan

f) Segala aspek operasional perusahaan

Corporate Social Responsibility memandang bahwa perusahaan
sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa berdini ghelangsungkan
usahanya sendiri tanpa keterlibatan masyarakat.anbahal ini
perusahaan tidak bisa semata-mata bertujuan méndeuntungan
sebesar-besarnya seperti doktrin  kapitalis, namuwga j harus

melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada na&syar

Corporate Social Responsibility berhubungan erat dengan
pembangunan berkelanjutarsugtainable development), dimana ada
argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksankivitasnya
harus mendasarkan keputusannya tidak semata hargashrkan faktor

keuangan belaka seperti halnya keuntungan atadetewmelainkan juga
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harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungduk saat ini
maupun untuk jangka panjang. Pengertian sepertisdéiting disebut
dengan istilanTriple Bottom Line yang digagas oleh M. Friedman
Triple Bottom Line dapat juga dimengerti sebagai tiga dimensi tanggun
jawab. Tiga dimensi tanggung jawab ini adalah dishekonomis, sosial
dan lingkungan. Dimensi ekonomi terkait dengan aunjuradisional
bisnis : menghasilkan keuntungan dan kekayaan familiknya yaitu
pemegang saham. Dimensi sosial berasal dari agséM slari kegiatan
bisnis, berkaitan dengan pembangunan ekonomi nestarsecara
umum, peningkatan kualitas hidup pekerja dan kghmaya serta
masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnyaeri3iringkungan
berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan yang skratadanya
jaminan akan kelestarian lingkungan. Aspek linglamgidak hanya
dikenakan pada kegiatan produksi, misalnya pemiaranigmbah
produksi, tetapi juga pada perolehan bahan bakbatkpenggunaan

produk yang dihasilkan.

Maka tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan gaeba
komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkampak
kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, saial lingkungan
pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Denganik@demtetap
menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menygnmbanfaat dan
bukan merugikan bagi para stakeholdernya. Komitmiemsebut
tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambiki daerusahaan

menyangkut kegiatan bisnisnya.

28



Beberapa peraturan yang berkaitan dengan CSR adaladgai

berikut:

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persé@redratas
dalam Pasal 74 diuraikan tentang tanggung jawabalsagn
lingkungan khususnya bagi perseroan yang usahanyaiddng

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

b) KEPMEN BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kesan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil damgr@m Bina
Lingkungan. Peraturan ini didasari bahwa dalam karmgendorong
kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan ser@ptanya
pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangagm, k
kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakdty p
ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik NegaBaJfN) untuk
memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekononmdisio
sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melphogram

kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program lg&ungan.

2. Sejarah Corporate Social Responsibility™

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an skanjutnya

semakin populer terutama setelah kehadiran bukwiGals with Forks:

- Suharto, Edi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Harian Pikiran Rakyat, tanggal 22 April 2008.
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The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John

Elkington®

Mengembangkan tiga komponen pentsugtainable development,
yakni economic growth, environmental protection, dan social equity
yang digagas the World Commission on Environment @avelopment
(WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington ngemas
corporate social responsibility ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet,
dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya nmrenkauntungan
ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepeduliserhadap kelestarian

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakap(g)’

Istilah Corporate Social Responsibility di Indonesia, semakin
populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapausaleaan
sebenarnya telah lama melakukan C$érgorate social activity) atau
aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamaisebagai
Corporate Social Responsibility, secara faktual aksinya mendekati
konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “perata” selan

“kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosialiogikuhgan'®

Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sedeg@iaga
pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konselR C&n

melakukan advokasi kepada berbagai perusahaannahsiepedulian

*Bisnis dan CSR, Memaknai CSR, edisi Oktober, hal 88
Y bid.
'®1.G. Ray wijaya, Op Cit.
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sosial perusahaan terutama didasari alasan bahgvatde perusahaan
membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondigklimgan dan

sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitargadyaan beroperasi.

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan aahgreholders
atau para pemegang saham, melainkan giakeholders, yakni pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi pleaas Sakeholders
dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggamasok,

masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembagagavathsyarakat,

media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jsnis prioritas
stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dan lginnya

bergantung pada core bisnis perusahaan yang b&tgang

3. Manfaat dari program Corporate Social Responsibility bagi

perusahaan di Indonesia

Tiga lembaga internasional independen, Environidgrhational
(Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of WBlgsiness Leader
Forum (Inggris) melakukan survey tentang hubungatara CSR dan
citra perusahaan. Survey dilakukan terhadap 25 kidmsumen di 23
negara yang dituangkan dalam The Millenium PollG8R pada tahun

19991°

' Bisnis dan CSR, op cit.
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Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas respon(@ivo)
menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, pragtikat terhadap
karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakaur wttdma mereka
dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahsedangkan faktor
fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukugerusahaan,
strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipelih39% responden.
Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan “okemgh
perusahaan yang tidak melakukan CSR. Separo respdietjanji tidak
akan mau membeli produk perusahaan yang mengab@ig& Lebih

jauh, mereka akan merekomendasikan hal ini kepadsuknen lain.

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaaR @Shadap

perusahaaf’

a) Brand differentiation (pembedaan merk)dalam persaingan pasar
yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citraugahaan yang
khas, baik, dan etis di mata publik yang padaagililya menciptakan
customer loyalty (kesetiaan pelanggan). The Body Shop dan BP
(dengan bendera “Beyond Petroleum”-nya), seringngtiap

memiliki image unik terkait isu lingkungan.

b) Human resources (sumber daya manusia). Program CSR dapat
membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutamg gnemiliki

kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawarang memiliki

g Wikipedia (2008), Corporate Social Responsibility,
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (diakses tanggal 29 Desember 2008)
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pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanytamg CSR dan
etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutusiearerima
tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkapersepsi,

reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

c) License to operate (ijin untuk beroperasi). Perusahaan yang
menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah darkpubmberi
"ijin” atau “restu” bisnis. Karena dianggap telatemenuhi standar

operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dananalsst luas.

Ada kecenderungan perkembangan CSR kini bergeser da
underestimate (meremehkan) keoverestimate (mengagungkan). Jika
pada masa lalu pandangan terhadap CSR lebih badip&kgaruhi
Milton Friedman yang cenderung "memusuhi” CSR, Kiandangan
terhadap CSR lebih positif, bahkan terkadang otienate. Seakan-akan
CSR adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakisagpaPadahal,
manfaat CSR terhadap perusahaan tidakitakeri for granted ” dan
otomatis. Salah satu tokoh yang kritis terhadap Cfilah David
Vogel, penyandang Solomon Lee Professor of Busikghics pada
Haas School of Business dan Professor of PoliBca&nce di University
of California Berkeley. Menurutnya, perkembangateréitur CSR
memiliki kelemahan yang seragam, yakni “tidak mdyamg dengan
hati-hati apa yang dapat dan tidak dapat dicapah a@an melalui

CSR”?! Investasi dalam CSR mirip belanja iklan, yang beltentu

. Jalal, Menimbang CSR secara Rasional, dalam Kompas, September 2006.
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mendongkrak keuntungan perusahaan. Namun, ini tids&rti bahwa
melakukan CSR sama sekali tidak memberikan keuatungukti-bukti
empiris yang ada menyaksikan bahwa pada kondisiikotertentu CSR

berperan melejitkan keuntungan perusahaan.

Berikut beberapa permasalahan bisnis yang menjadi alasain ku

terhadap penerapan CSR:

a) Pengelolaan Reputasi

Perusahaan sekarang tidak hanya memberi perhatlaadap produk
atau layanan mereka, tetapi juga terhadap reputesiek dagang,
goodwill, dan modal intelektualitas. Hal sepemitidak dapat diraba
dan memiliki nilai berharga terhadap neraca penigga
perusahaan. CSR merupakan strategi yang tepat nmtunkastikan

reputasi sebuah perusahaan.

b) Pengelolaan Risiko

Penanaman modal di suatu perusahaan adalah sebtahulpan,
dan investor ingin melihat bahwa perusahaan tetsaman untuk
dijadikan bahan pertaruhan. Dengamporate social responsibility

berarti perusahaan harus lebih berhati-hati tefnadar yang
mungkin bisa membuat para investor terhasut. Hatidlak harus
berarti menghilangkan isu isu tersebut. Namun, ihalharuslah
berarti menempatkan ideologi di sekitar isu tersettau membuat

kesepakatan dengan sudut pandang mereka.
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c)

d)

Kepuasaan Pekerja

Terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) orang melaporkahviea mereka mau
bekerja untuk perusahaan yang memilki nilai danslsten terhadap
mereka, memperhatikan pekerja adalah tanggung jpealsahaan,
sehingga para pekerja bisa bekerja dengan bailakiBan seperti ini

bisa meningkatkan kualitas pekerja mereka.

Hubungan dengan Investor dan akses terhadap modal

Banyak investor menyadari bahwa perusahaan yangenayekan
lebih banyak CSR merupakan tempat yang lebih amatuku
berinvestasi. 86% investor percaya bahwa CSR akambarikan

efek positif terhadap dunia bisnis.

Persaingan dan penempatan pasar

Berinvestasi dalam CSR berarti perusahaan tersebisa

menempatkan dirinya sebagai penguasa pasar datingniya, dan
kedepannya akan menjadi sebuah tantangan ketikgp@dduran
yang mengikatnya atau ketika perusahaan yang lamadikan juga

CSR sebagai strategi bisnis mereka.

Mempertahankan izin untuk beroperasi

Ketidakpercayaan terhadap perusahaan telah methyabaketika
hanya sedikit orang yang mendapatkan keuntungarnpdarsahaan
terhadap lingkungan sosialnya. Terlebih lagi barkelkhan pekerja
mengenai peningkatan stres, bekerja melampaui ,batia

ketidaknyamanan dalam bekerja. Pada kondisi tetsekmsahaan
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melihat izin operasional mereka secara sosial a@dahncaman.
Perusahan merespon hal tersebut dengan cara bemsalyakinkan

masyarakat bahwa mereka memiliki pengaruh positif.

4. Mode Pelaksanaan Cor porate Social Responsibility

Sedikitnya terdapat empat pola/model pelaksaaaporate Social
Responsibility yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaftu:

a. Keterlibatan Langsung
Program CSR dilakukan secara langsung dengan nemggerakan
sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyeraly@ntuan-
bantuan secara langsung kepada masyarakat.

b. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial
Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi s@sigl didirikan
sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosiagy@alam hal ini
merupakan aplikasi dari kegiatan CSR.

c. Bermitradengan Pihak lain
CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengak |aim
baik itu lembaga sosial/lorganisasi nhon-pemerintahstansi
pemerintah, instansi pendidikan, dll. Kerjasamadibiangun dalam
mengelola seluruh kegiatan maupun dalam pengelolaaa.

d. Bergabung DalarKonsorsium
Bergabung, menjadi anggota ataupun mendukung sdeudiaga

sosial yang berbasis pada tujuan sosial.

4 Budimanta, Arif dkk, Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan
Indonesia Masa Kini, Jakarta, ICSD, 2004, hal 96.
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C. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

(1)

(2)

3)

(4)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya ahdidan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanbB&aggung

Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimanaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yaaggiarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yarakgaiaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan keavaja

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai delkgtentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab aBa$an

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 talQih 20

(1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan ung@an
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai déng&ongan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Rengedari
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanyaddngisumber
daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahaeygelola
dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengertiar'Rkenseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkagtagach sumber

daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelota takak
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memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan angah

berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
(2) Cukup jelas.

(3) pengertian “dikenai sanksi sesuai dengan ketenfp@raturan
perundang-undangan” adalah dikenai segala bentoksisaang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yanagiterk

(4) Cukup jelas.

D. Implementas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementzsiarti

pelaksanaan atau penerapan.

E. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum akartif efglabila
terdapat sanksi hukum dimana sanksi hukum terséiauahkan kepada
sanksi-sanksi positif yang mendorong warga masgaraktuk mematuhi
hukum, dan apabila telah disesuaikan dengan rilimasyarakat>

Soerjono Soekanto juga berpendapat dengan mengaddapat Wayne
La Favre dan Roscoe Pound menyatakan bahwa pemefakam sebagai

suatu proses pada hakekatnya merupakan peneraskmesdi yang

% gperjono Soekanto Dan Mustafa Abdullgbsiologi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawalli.
Jakarta. 1982. him. 13
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menyangkut membuat keputusan yang tidak secara detar oleh kaidah
hukum, akan tetapi membuat unsur penilaian pribdah, pada hakekatnya
diskresi berada di antara hukum dan mbtal.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwgggan terhadap
penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada Ketmlasian antara
“tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gauan tersebut dapat terjadi
apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai ydrggpasangan, yang
menjelma di dalam kaedah-kaedah yang bersimpangdsin pola perilaku
tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaidap.h

Pada dasarnya masalah penegakan hukum terletak fakida-faktor
yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang p®mgaruhi
penegakan hukum adalah sebagai berikut :

A. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini terbatasapaalang-undang saja.

B. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membemaupun
menerapkan hukum.

C. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pekagakukum.

D. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukursetaut berlaku atau
diterapkan.

E. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cigda rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulap fid

Menurut Lawrence Friedman, ada tiga komponen damstem hukum

yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hékugetiga komponen

% Soerjono Soekant&.aktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo
Persada. Jakarta. 2004. him. 7

% |bid. Hal 8
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dalam sistem hukum yaitu komponen struktur, sulsst@am budaya hukum.
Ketiga komponen ini berada dalam suatu prosesalkgéesatu sama lain dan
membentuk suatu totalitas yang disebut dengamsistaunt’,

Menurut Satjipto Raharjo ketiga komponen itu adalamponen
substansi, yang merupakan norma-norma hukum yangpd@eperaturan
perundang-undangan, doktrin dan keputusan. Sedangikaponen struktur
merupakan institusi yang ditetapkan oleh substiegigintuan hukum untuk
melaksanakan, menegakkan dan menerapkan ketergtemttan hukuff.
Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan ibey@a hukum
dijalankan menurut ketentuan formal artinya poladbut menggambarkan
bagaimana pembuatan undang-undang, aparat yangrapkae proses
hukum itu berjalan dan dijalank&nKomponen yang ketiga adalah budaya
hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikgg@ng merupakan pengikat
sistem serta menentukan tempat sistem hukum itengjah-tengah bangsa
secara keseluruh#h

Penentuan efektif atau tidak kinerja hukum terttdidetak pada aparat
penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan daddrmi adalah
kalangan penegak hukum yang secara langsung benixecg dalam bidang
penegakan hukum yang tidak hanya menca&wpenforcement, akan tetapi

peace maintenance, kalangan tersebut juga mencakup mereka yang lasrtug

Budi Agus Riswandi. dkksKI dan Budaya Hukum. Rajawali. Jakarta. 2004Im. 151
Ibid.

Satjipto Raharjol.Imu Hukum. Rajawali Press. Jakarta. 198#m. 84

Ibid., hal. 86

Ibid.
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di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacardm permasyarakatan.
Menurut Soerjono Soekanto halangan-halangan yanggkimu dijumpai
pada penerapan peranan yang mungkin dijjumpai padargpan peranan
yang seharusnya dari golongan panutan atau penmgakm, mungkin
berasal dari dirinya sendiri atau lingkungian

Selain faktor dari penegak hukum sendiri, faktong/anenentukan
efektif atau tidaknya hukum tertulis di masyaraka@alah penegakan hukum
yang berasal dari masyarakat sendiri, dan tujusmkunencapai kedamaian
di dalam masyarakat. Sehingga yang terpenting ladalgkat kepatuhan
warga masyarakat terhadap ketentuan yang telaltiskga dan menjadi
keputusan bersama. Hal ini tampak dari program irgsmg diterapkan.
Misalnya program penyuluhan suatu produk hukunulisrt Akibat yang
positif dari hal ini adalah kemungkinan bahwa wargesyarakat
mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak kdwajiban-

kewajiban mereka menurut hukefm

31 1bid., him.89
32 |bid. him. 45
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BAB I11
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitis/mpiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yugdey dimaksud adalah
berusaha menelaah dengan meneliti implementasaratdalam Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentaogporate social
responsibility yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta menp&iklam

kendala dan upaya pelaksanaan pasal tersebut.

Lokas Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KarR@ Guna Bangun Perkasa
Malang di Taman Niaga Office center B-22 sebagalysk hukum dalam
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Alasan pemilib&asi ini karena
PT Guna Bangun Perkasa merupakan salah satu paamsapang
melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 200&usmya pasal 74
tentangCorporate Social Responsibility, selain itu pelaksanaan CSR yang
dilakukan oleh PT. GBP memiliki dampak positif tedap keberlanjutan

perusahaan.
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C. JenisData

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbad@mda2 jenis data,

yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara uaggdari
lapangan terkait dengan implementasiporate social responsibility
oleh PT Guna Bangun Perkasa termasuk upaya yéaigikiannya
dalam melaksanakagor porate social responsibility.

2. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikdarmasi
mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yapmakan
peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendagzkar, artikel,
jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yhAggnakan
untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukumg yardapat
pada bahan hukum primer secara mendalam mengengaorate

social responsibility.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakanndadanelitian ini adalah:

1) Data Primer, diperoleh dari wawancaratdrview guide) dengan
parastakeholders PT Guna Bangun Perkasa Malang yang menjadi
responden penelitian ini yaitu bagian operasionah dbagian

keuangan.

43



E.

2) Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian pendés studi

dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di pakaan
umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitaswiaya
Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi HukumIHp
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang darkaHartikel

dari majalah, jurnal, skripsi, thesis, desertasiypun internet.

Teknik Pengambilan Data

Guna mendapatkan data yang lengkap, makaupgndan data

dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1.

Data Primer

Data Primer, diperoleh dari wawancara dengan giakeholders
PT. Guna Bangun Perkasa yang menjadi respondeitzanei

yaitu bagian operasional dan bagian keuangan.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dangara studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengamgungsulkan
data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan etegamp dan
mengutip data dari sumber yang ada, studi dokursebtrkas-
berkas dari PT. Guna Bangun Perkasa, serta Undadgrg

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
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F. Teknik Analisis Data

Guna mempermudah pembahasan serta mendapatkanpuksinyang

merupakan hasil dari penelitian di lapangan, ma&aufis menggunakan

metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkartisnaasalah, keadaan atau

peristiwva apa adanya dan menyandarkan pada logilkkandbentuk uraian

kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan merigasmalata-data yang

diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulasusi dengan permasalah

yang dikaji*®

G. DEFINISI OPERASIONAL

1.

| mplementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasrarti

pelaksanaan atau penerapan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya andidan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanad&aggung

Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimamekdud pada

ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang diakggadan

1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Graha Indonesia, Jakarta,
1983, hal.24.
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diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksaya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan keavaja

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai derkgdentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab aSodan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 taHlin 20

(1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakanuinglan Perseroan
yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkumgan norma,
dan budaya masyarakat setempat. Pengertian dars€i®an yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber @aya’ adalah
Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan nfeatian
sumber daya alam. Pengertian dari “Perseroan yaegjahankan
kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberatiayé adalah
Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memargiaagkimber
daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pgadgsi

kemampuan sumber daya alam.
(2) Cukup jelas.

(3) Pengertian “dikenai sanksi sesuai dengan ketentparaturan
perundang-undangan” adalah dikenai segala bentiksisgang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
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(4) Cukup jelas.

. Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun B&itang Perseroan
Terbatas, disebutkan bahwa : Perseroan Terbatlahabdadan hukum
yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukagidtan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, ndemenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undangdria peraturan

pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas yang dimaksud dalam penelitiamdalah PT Guna
Bangun Perkasa, yaitu perusahaan yang bergerakdaing kontraktor,

property, landscape, arsitektur.

. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia disebut tanggung
jawab sosial perusahaan. Ruang lingkupnya tidakénperusahaan, tetapi
organisasi. CSR merupakan suatu konsep bahwa paarsamemiliki
suatu tanggung jawab terhadap: Konsumen, KaryalR@amegang saham,

Komunitas, Lingkungan, Segala aspek operasionalspéaan.

Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini adalah komitmen

perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampakt&egperasinya
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Guna Bangun Perkasa

PT Guna Bangun Perkasa, pada awalnya berbentuk hedda yang
bernama CV. Guna Bangun Pratama, disahkan dihad&jaaris Dr.
Benediktus Bosu, SH, SPN, MSc dengan nomor aktap#et tanggal 27
April 2002. Dalam perkembangannya untuk memenuhiutan dan ruang
lingkup pekerjaan yang semakin luas maka bentukadbadsaha CV
ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas yang benBi Guna Bangun
Perkasa. Disahkan dihadapan Notaris Darma SanjatagBng, SH, dengan
nomor akta 43 pada tanggal 24 Januari 2007. Datarmgkatan tersebut juga
terjadi perubahan-perubahan pokok antara lain pangegaham serta besaran
modal yang disetorkan. Domisili Perusahaan sejaki &erdiri berada di JI.
lkan Mujaer 111/15, Kelurahan Tunjungsekar, KecaamatBlimbing Kota
Malang. Melihat padatnya aktivitas dan bertambadsiya ekspansi usaha
sampai ke luar Kota Malang dan karena kapasitabsudaya manusia untuk
memenuhi tuntutan tersebut semakin banyak, makaatkeg administrasi
sejak tanggal 29 Juni 2007 pindah ke lokasi yaighlstrategis di Taman
Niaga Office Centre B-22 JI. Sukarno Hatta Malasgdangkan untuk
kegiatan administrasi luar kota, sejak bulan j0O@ dibuka juga kantor yang
berlokasi di JI. Yos Sudarso 75A Sidoarjo dan Pandatiara Harum Blok

AB Nomor 7-8 Jati, Sidoarjo.
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PT. Guna Bangun Perkasa, total telah berdiri selat@un. Berangkat
dari Kualifikasi Kecil (K2) pada tahun 2002 sampiengan Kualifikasi
Menengah (Gred 5) pada tahun 2007 yang tetap wkjata oleh Direktur
Utama Ir. R. Agoes Soerjanto Selama 7 tahun iniG@ha Bangun Perkasa

telah memiliki pengalaman yang khusus di bidandnagasa konstruksi

PT. Guna Bangun Perkasa, sebagai perusahimiting Company
memiliki anak Perusahaan yang berdomisili di Kotaldig dan sekitarnya,

antara lain:

Tabd 1. Holding Company PT. Guna Bangun Perkasa

NO. Nama Perusahaan Kualifikas Direktur
1 | CV. Bangkit Astika Raya kecil Ali Surachman
2 | CV. Wijaya Adi Kecil Maranatha W., ST.
3 | CV. Bhaskara Jaya Kecil Andi Andri Janto, SE
4 | CV. Bangun Pratama Kecll Ir. Freddy Budi K.

Sumber: data primer diolah, tahun 2009

PT. Guna Bangun Perkasa bersama dengan anak pmansdiatas
berusaha di bidang usaha Konstruksi dengan subdigsaha:

1. Kontraktor

2. Arsitektur

3. Enginnering

4. Interior

5. Landscape

6. Supplier
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1. Vis dan Misi

Guna memperoleh hasil terbaik dan memuaskan pernjadaimaka
sangat diperlukannya pengelolaan SDM yang tangguahbdrkompeten di
bidangnya, dengan tetap mengutamakan komitmenjt&siakeamanan
dan kerjasama yang solid. Oleh karena itu PT. GBaagun Perkasa
memiliki motto: Giving The Best is Our Commitment (Komitmen kami
adalah memberikan yang terbaik)

Sebagai perusahaan swasta, PT. Guna Bangun Perkaskad
memberi yang terbaik untuk perkembangan usaha e@k@nomian baik
secara makro dan kecil di Indonesia umumnya seppatdmemperlancar
proses pembangunan di wilayah Malang, Sidoarjo, dawa Timur
khususnya, dengan ikut berpartisipasi melalui péiagan jasa layanan di
bidang konstruksi, perusahaan selalu mengutamataitrken, mutu dan
profesionalisme usaha. Untuk dapat ikut menstinmydesses percepatan
pembangunan tersebut PT. Guna Bangun perkasa rkiemili
a. Visi

Menyediakan L ayanan Jasa Konstruks Terbaik

Perusahaan melalui berbagai upaya penyempurnadatd&egisaha

yang dilakukan secara terus menerus dengan merntiarfasumber

daya secara optimal, maka perusahaan menetapkgakkebmelalui:
b. Misi:

Meningkatkan Efisenss dan Efektivitas Usaha Meakukan

Ekspans Usaha
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Guna mencapai misi tersebut, telah ditetapkan ujugama
perusahaan, yaitu Pengembangan Usaha Layanan das&uksi ke
kota-kota lain. Atas dasar tujuan tersebut perwmahmenyusun

beberapa strategi.

2. Strategi dan Kegiatan

a. Strategi:

1. Peningkatan pengawasan kegiatan

2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Perusahaan

3. Penyempurnaan sistem kerja dan strategi usaha

Berpijak pada strategi perusahaan, ditempuh uppggieuyang lebih
konkrit dan operasional melalui berbagai penyemgamrbaik internal
maupun eksternal perusahaan. Upaya-upaya pokok sgiangksud

melalui:

b. Kegiatan:

1. Training bagi staf dan tenaga teknis

2. Koordinasi efektif dengan supplier dan pengguna jas

3. Penyempurnaan sistem akuntansi dan administragelpro

4. Pembentukan tim-tim kerja expert

5. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat
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3. Struktur Organisas

Bagan 1. Struktur Organisasi PT. Guna Bangu

KOMISARIS UTAMA
Dr. Rr. Budi Kusumaningati, SH.

DIREKTUR UTAMA

Ir. R. Agoes Soerjan

DIREKTUR DIREKTUR TEKNIK DIREKTUR
OPERASIONAL Andi Andri Janto, SE. KEUANGAN
Maranatha W., ST. Ali Surachman
MANAGER MANAGER MANAGER
OPERASIONAL PROYEK KEUANGAN
Divisi Divisi Divisi Legal & Accounting
Umum & Personalial Perencanaan Proyek '
Umum Arsitek Site Engineef Pajak
Admin Drafter Supervisi Pembelanjaan
HRD Surveyor Admin.ProyeK Logistik

Sumber data priner diolah. tahun 20(



B. Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Corporate Sosial Responsibility olen PT. Guna Bangun Perkasa

Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencatntkmgan/laba
semata, tetapi juga harus memperhatikan tangguvapjaosial di masyarakat
(Corporate Social Responsibility/CSR). Pada awal CSR dimulai di Indonesia,
kebanyakan perusahaan dan banyak pemangku kementimgereka
memahaminya sebatas filantropi. Ini bukanlah suggjala yang khas di
Indonesia, melainkan merupakan gejala global. Hingei pun banyak
perusahaan yang "mendefinisikan” CSR sebagairig back to society” yang
berarti bahwa karena ada perasaan seharusnya lpesnsanemberikan
sesuatu kepada masyarakat setelah mereka mendapgatkatungan dari
masyarakat. Sebenarnya, CSR itu sendiri dalam ganmnjang memiliki
kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi gydrerkelanjutan dan
meningkatkan kesejahteraan terhadap perusahaad®ejak munculnya
pengaturan mengenai CSR secara khusus dalam p&sadhdang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasal@menan bahwa CSR
merupakan kegiatan yang dilakukan karena kesacdauden berubah menjadi
kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dakmka pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan disinektichanya sebatas
lingkungan yang ada disekitarnya beserta masyaedat tetapi akan secara

otomatis mencakup keberadaan perusahaan itu sendiri

* “CSR Bukan Untuk Laba-Rugi Semata”, Majalah MankgtEdisi 11/2007
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Tanggungjawab sosial adalah komitmen perusahaark lerperilaku
etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunarkekamrjutan melalui
kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan takgit untuk
memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yangurdikk bisnis, agenda
pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat pada myaufianggungjawab
sosial tidak selalu harus diwujudkan melalui kegnatyang memiliki
hubungan langsung atas dampak keberadaan perusakasmma CSR
memiliki arti dan ruang lingkup yang sangat luas.

Tanggungjawab sosial sendiri berpijak pada duaspridasar, yaitu
charity principle dan strewardship principle. Charity Principle
menitikberatkan kepada pemberian amal kepada nestamiskin dan
membutuhkan sedangka®ewardship Principle memberikan tempat untuk
kegiatan sosial dalam pengambilan kebijakan bigaisiKedua prinsip ini
terpadu membentuk konsep CSR. Fokus CSR adalah ri@sudan
lingkungan, mengenai lingkungan kembali perlu ddh mengenai
pengertianresponsibility denganliability. Konsepresponsibility dalam CSR
lebih  mengarah pada peningkatan kualitas hidup gsgebabentuk
tanggungjawab perusahaan atas kelestarian linghunggdangkan konsep
liability lebih cenderung kepada pertanggungjawaban atasgggran yang
dilakukan oleh suatu korporasi yang menyebabkanuskdan atau

pencemaran pada lingkungan hidup.
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Motivasi perusahaan untuk mengikuti agenda CSR piakarnya

dapat dibagi menjadi empat golongan atas dasaopemghya, yaitd®

1. Motif Ekonomi, yaitu bahwa CSR mendukung profitahg8 jangka
panjang. Konsep-konsep yang dikembangkan dalanarkaiti adalah
maksimalisasi shareholder value, socially responsible investment,
keuntungan kompetitifcOmpetitive advantage) dan strategi Bottom of

the Pyramid.”

2. Motif Managerialmerupakan dorongan lain untuk keterlibatan di dalam
CSR dimana CSR turut menyelesaikan masalah manajsgteri-hari,
dan konsep-konsep yang dikembangkan di sini adtdah tentang
stakeholder dan kinerja sosial perusahaarfCorporate Social

Performance).

3. Motif Etis merupakan pendorong ketiga dengan alasan bahwa CSR
adalah sesuatu yang secara moral sudah sepatutlyaken, dan
konsep-konsep pendukungnya adalah Etika Bisnis Bambangunan

Berkelanjutan.

4. Motif Politik berpandangan bahwa CSR adalah cara terbaik bagi
perusahaan untuk dapat diterima sebagai warga na&ksyayang baik.
Untuk mewujudkannya maka dikembangkan konsep d&saporate

Citizenship atau Kewargaan Masyarakat, Akuntabilitas dan Trarzsysi.

% Judith Hennigfeld, Manfred Pohl dan Nick Tolhuf@te ICCA Handbook on
Corporate Social Responsibility, 2006.
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Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh péaen-
perusahaan di Indonesia adalah sebagai befikut:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan @mgESR secara
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatasials atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantirak
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya meramgas&lah satu
pejabat seniornya, sepecbrporate secretary ataupublic affair manager
atau menjadi bagian dari tugas pejabat publicioglat

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik penasa, perusahaan
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaangataupnya. Model
ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negaraju. Disini
perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin a@aa abadi yang
dapat digunakan untuk operasional yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyeleaggarCSR melalui
kerjasama dengan Iembaga/organisasi non pemeriniaktansi
pemerintah, universitas atau media massa, baikndalk@ngelola dana
maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsoriunysgkaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatbdga sosial yang
didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak kaisaam yang dipercaya

oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akara sproaktif

% Sembiring, E., 2006, Karakteristik Perusahaan Bangungkapan Tanggung Jawab
Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang TerdiaBairsa Efek Jakarta, Jurnal Maksi,
Vol.6, No.1, hal:60
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mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudi

mengembangkan program yang telah disepakati.

Tanggungjawab sosial yang dilakukan pada suatustrndiesar,
dilakukan melalui indikator yang akan menunjukkagdimana perusahaan
mampu menerapkan CSR sesuai dengan kemampuan daiikmmakna
ekonomis yang baik bagi internal perusahaan danermsied masayarakat

sekitar.

Sesuai dengan prins{porporate Citizenship yang mendasari perilaku
etis perusahaan, terdapat 20 komponen dasar yEvgmedengan penerapan
CSR secara baik, dan semuanya dapat dikelompokakelkkan lagi ke

dalam 8 Komponen utama, yaitt:

1. Tingkah laku bisnis etika, meliputi: sifat adil dquur, standar kerja

tinggi, melatih etis para pimpinan dan eksekutif;

2. Komitmen tinggi para stakeholders, meliputi: keungfan untuk semua

stakeholders, adanya inisiatif dan mewujudkan dialo

3. Peduli masyarakat, meliputimembangun hubungan aimalik dan

melibatkan masyarakat dalam operasi perusahaan;

4. Terhadap konsumen, melindungi hak-haknya, kuali@®ganan, dan

memberi informasi jujur;

37 Ihttp://info-csr.blogspot.com/hambatan dalam papen csr (Diakses pada tanggal 29
Maret 2009)
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Terhadap pekerja, meliputii membangun lingkungarkekmrgaan,
tanggung jawab (accountable), upah yang wajar, kikasi yang luwes,

dan mengembangkan pekerja;

Investasi secara kompetitif;

Pemasar: berbisnis secara adil, dan

Komitmen terhadap lingkungan, meliputi: menjaga likas lingkungan,

dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tanggungjawab sosial juga diatur dalam [ISOntefnational

Organizations of Standardization), yaitu dalam 1SO 26000. Apabila hendak

menganut pemahaman yang digunakan oleh para aidi yenggodok 1SO

26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten

mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalBhak&h mencakup 7

isu pokok yaitu®®

1.

7.

Pengembangan Masyarakat
Konsumen

Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
Lingkungan

Ketenagakerjaan

Hak asasi manusia

Organizational Governance (governance organisasi)

* Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, AcBbaairi, Harian Bisnis
Indonesia, 19 juli 2007.
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Melalui teori diatas, penulis akan memaparkan damganalisa

mengenai implementasi CSR yang diterapkan olei®ifia Bangun Perkasa,

oleh karena itu penulis akan memaparkan terlebituldamengenai bentuk-

bentuk CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Guna BaRgukasa, yaitu:

Tabe 2. Program CSR oleh PT. Guna Bangun Perkasa

No. Kegiatan Lokasi

1 Pembuatan Musholla (renovasi) Sama'an

2 Pembangunan Gereja JI. Selat Karimata, Sawojajar
3 Pembangunan saluran air (sanite Di wilayah Jl. Bareng

4  Pembuatan Pos Kamling dan JI. Ikan Mujaer

Batas RW
5 Pembangunan paving JI. Ikan Mujaer (dekat Kantor
6 | Pembangunan paving lilen Nirwana Residence
7 Pembuatan pagar pengaman Di wilayah JI. I.LR. Rais
8 Sumbangan ke panti Asuhan Semanggi
9 Umroh (u/ karyawan & keluarga) -
10 Santunan Hansip & tkg. Becak  diwilayah JI. Ikan Mujaer
11 Sumbangan Agustusan JI. Mujaer
12 Perayaan HUT RI Sidoarjo
13 Pelaksanaan Sholat Idul Fitri Sidorajo

14 Pelaksnaaan Sholat Idul Adha d¢ Sidoarjo
pemotongan hewan kurban
Sumber: Data primer diolah, tahun 2009

Tahun
2008
2007
2007
2008

2007

2008

2008
tiap tahun
tiap tahun
tiap tahun
tiap tahun
tiap tahun
tiap tahun
tiap tahun

Dilihat dari data tabel program CSR yang dilakuldeh PT. Guna

Bangun Perkasa, maka dapat diketahui bahwa modelpala yang dipilih

perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab s@siablalah melalui

keterlibatan langsung dan tidak melalui yayasannliea dengan pihak lain

ataupun bergabung dengan konsorsium, yaitu mekgtaprogramnya secara

langsung kepada masyarakat seperti memberikan sgaba kepada
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penduduk sekitar yang kurang mampu maupun pantiaasumembangunkan
sarana ibadah dan jalan paving. Alasan perusalka#dnrmemilih keterlibatan
langsung dalam menjalankan programnya adalah karpeausahaan
menganggap lebih tepat sasaran dan simpel dan dhlpattrol secara
langsung® Hal lainnya menurut pengamatan penulis, perusaheakukan

program CSR seperti diatas lebih dikarenakan nedtf (CSR merupakan
suatu kewajiban moral yang harus dilaksanakan p&hsahaan) dan motif
politik yaitu agar perusahaan dapat diterima dengaik oleh masyarakat

sekitar maupun masyarakat yang tidak memiliki hgaumliangsung (LSM).

Ditinjau dari Corporate Citizenship yang mendasari perilaku etis
perusahaan, PT. Guna Bangun Perkasa juga telah nabmsebagian besar
hal yang menjadi indikator. Tingkah laku bisnis gadijalankan selama ini
selalu adil dan jujur dan memiliki standar kerjangabaik, dan untuk
mewujudkan etika bisnis yang baik oleh stafnyaugainaan juga memberikan
training kepada beberapa staf yang memang dianggau®® Melalui
program CSR, telah membuktikan bahwa perusahaan peduli kepada
masyarakat yang diwujudkan melalui pembangunan naardadah dan
menghargai perbedaan keyakinan, memberikan santkepada penduduk
miskin atau kurang mampu dan membangun salurartasamir diwilayah

sekitar kantor serta memperbaiki jalan dengan megua paving disekitar

%9 Hasil wawancara dengan Maranatha W (Direktur Ggenal) di kantor PT. Guna
Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

“% Ibid.
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proyek?* PT. Guna Bangun Perkasa juga selalu memberikayaein yang
terbaik kepada pengguna jasa atau konsumennya rdengamberikan
informasi yang jujur dan memberikan kulaitas yaenpaik, sedangkan kepada
para pekerja perusahaan juga selalu berusaha mguorbahubungan
kekeluargaan yang baik, memberikan upah yang wgasuai UMR),
memberikan bonus (umroh bersama keluarga) terhddapawan yang
memiliki kemampuan dan motivasi tinggi untuk berkamg dan loyal kepada
perusahaaff Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berusaha
menciptakan persaingan usaha yang sehat dengaretompy/a dengan tidak
menguasai pasar ataupun tidak melakukan persekiamgkang hingga saat
ini tidak pernah ada masalah serta berkomitmen kunkut menjaga

lingkungan sekitar agar pembangunan berkelanjutpatderus terlaksarfa.

Ditinjau dari 7 (tujuh) isu pokok yang menjadi sdart dari 1SO
26000, yaitu pengembangan masyarakat, konsumektekr&erja institusi
yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, Hak Adssinusia, dan
Organizations Governance, PT. Guna Bangun Perkasa melalui program CSR-
nya berusaha untuk berperilaku yang transparan eten dengan selalu
konsisten dengan pembangunan berkelanjutan, ikumnsef@hterakan
masyarakat, memperhatikan kepentingan dari paiteelstéders, bertindak

sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati &kklisar manusia.

*! Ibid

*2 Hasil wawancara dengan Ali Surachman (Direkturatean) di Kantor PT. Guna
Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

* Hasil wawancara dengan Maranatha W (Direktur opema$ di Kantor PT. Guna
Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.
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Melalui pemaparan dan analisis dari teori dan EegCSR, maka PT.
Guna Bangun Perkasa telah mengimplementasikan iseésnogan pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengaturtarign

Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

. Kendala dan Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan
Corporate Sosial Responsibility

Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat ditandahgan
munculnya beberapa usaha jasa sebagai mitra usahsapaan, terbukanya
kesempatan kerja baru, berkembangnya usaha sekformal. Semua
memberi dampak pada sumber pendapatan masyarakatgga akhirnya

efeknya adalah menggerakkan perekonomian masyaegata luas.

Implementasi CSR juga mempunyai pengaruh secagsuag atau
tidak langsung bagi kepentingan kinerja perusalsgadiri dan tidak hanya
itu, pengaruhnya juga akan menyentuh ke masyafékattama masyarakat

sekitar) dan kepada pemerintah baik lokal maupwatu

1. Kendala Pelaksanaan CSR oleh PT Guna Bangun Perkasa
Pelaksanaan program CSR oleh PT. Guna Bangun Rewasinya tidak
selalu sesuai dengan yang direncanakan, karena g&galanannya telah
menemui beberapa hambatan atau kendala, dimanaal&emersebut
berasal dari faktor intern perusahaan dan ekternsphaan (masyarakat
sekitar). Kendala yang berasal dari faktor inteam @éktern perusahaan

dalam pelaksanaan program CSR adalah sebagaiteriku
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a. Faktor Intern

1) Dana, dimana hingga saat ini ketika program CSR aldakukan
dana merupakan faktor utama yang menjadi kendadaenk
sebuah program tidak akan berjalan apabila tidkenitiké dana
dan saat dana dialokasikan untuk program CSR mekatkngan
perusahaan akan berkurang. Tanpa ada niatan untuiosig dari
perusahaan, dengan kondisi krisis saat ini hargeeriabhbahan
bangunan, bahan bakar, peralatan pembangunan, iparagh
alat-alat, dan seterusnya menjadi berlipat darhtetengurangi
keuntungan perusahaan dari perkiraan sebeluftfnya.

2) Tanggung jawab Sosial masih dianggap tidak memderik
keuntungan yang dapat dirasakan secara langsumapua juga
tidak merugikan karena program CSR yang sudahadiain tidak
dijadikan sebagai strategi bisnis ataupun sebagédiaxpromosi.

3) Kurangnya sumber daya manusia yang mengurusi pro@3aR,
hal ini dikarenakan perusahaan belum memiliki reac&husus
untuk program CSR. Tanggung jawab Sosial yang etians ini
lebih banyak berasal dari spontanitas ketika péamsma merasa
butuh melakukan CSR walaupun ada sebagian yanghsuda

dijadikan agenda.

*4 Hasil wawancara dengan Ali Surachman (Direkturatean) di Kantor PT. Guna
Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.
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b. Faktor Ekstern

1) Sebagian masyarakat yang berada disekitar terkesa@mehkan
program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, hadaipat dilihat
ketika warga tidak bisa bekerjasama untuk ikut @gm|
lingkungan sekitar seperti jalan, sanitasi air,Kdag@hsarana ibadah
karena merasa tidak ikut mengeluarkan bigya.

2) Tidak menentunya kondisi perekonomian yang adaraetdak
langsung juga telah menjadi kendala dalam pelaksapaogram
CSR karena perusahaan tidak berani mengalokasikaangia
lebih banyak untuk tanggung jawab sosial apabilankengan
perusahaan juga masih belum pasti.

3) Pemerintah tidak memberikan batasan yang jelas emandCSR,
sehingga perusahaan dalam melaksanakan tanggua gosial

menjadi kurang serius.

2. Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam Mengatas Kendala
Pelaksanaan CSR
Setelah melihat kendala yang dihadapi oleh PT. (GBawagun Perkasa
sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuklakeanakan
tanggung jawab sosial sebagaimana yang sudah diatam pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka perusalb@aasaha
mengatasi hambatan pelaksanaan proses CSR tedsaiyan beberapa

upaya yaitu:

*5 Hasil wawancara dengan Maranatha W. (Direktur &genal) di Kantor PT. Guna
Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.
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a. Upayauntuk Intern Perusahaan

Perusahaan mulai menyusun agar program CSR masuttaliaen
strategi  bisnis yang memberikan dampak positif Hapa
keberlangsungan perusahaan, juga sebagai mediaogir@ahingga
sebagiancost yang sebelumnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk
iklan dapat dialokasikan kepada program CSR yardalsulibuat,
termasuk menambah sumber daya manusia dalam pedakse/a.
Perlunya perencanaan secara khusus program CSdRsadari oleh
perusahaan, karena walaupun tidak dirasakan selzrgsung
keuntungannya tetapi suatu saat akan membawa dappsikif

terhadap keberlangsungan perusahaan dan kehidapsdopomian.

b. Upaya untuk ekstern Perusahaan

1) Guna mengatasi kendala yang berasal dari ekstemusghaan
terus berusaha aktif untuk meningkatkan kesadarasyanakat
untuk menjaga lingkungan yang ada disekitarnyardanjadikan

lingkungan sebagai bagian dari diri mereka.

2) Perusahaan selalu berusaha berjuang untuk tetéghéerdalam
mengahadapi guncangan krisis ekonomi, sehingga
keberlangsungan perusahaan tidak terancam dan teises

melakukan program CSR.
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CSR yang bisa dilakukan guna membatasi luasnyakumg

3) Perusahaan berusaha untuk memfokuskan bentuk-bpragkam
tanggungjawab sosial itu sendiri.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yangdidamukakan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

a. PT. Guna Bangun Perkasa telah menerapkan atau maegientasikan
Tanggungjawab Sosial (CSR) yang diatur dalam pasalndang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasuneladel atau pola
keterlibatan langsung, yaitu perusahaan menjalapkagramnya secara
langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR yéaigikdin oleh
perusahaan lebih dikarenakan motif etis (merupakaatu kewajiban
moral yang harus dilakukan oleh perusahaan) daif puaditik yaitu agar
perusahaan dapat diterima dengan baik oleh mastaradan
permbangunan berkelanjutan dapat berlangsung

b. Kendala yang dihadapi oleh PT. Guna Bangun Perkdaklam
melaksanakan program CSR dibagi menjadi dua, yaktor intern dan
ekstern. Faktor intern yang menjadi kendala adaladgaran dana yang
diperlukan untuk menjalankan program CSR cukup giingelain itu
perusahaan belum memasukkan CSR sebagai strasegs litau media
promosi perusahaan, serta kurangnya SDM. Kendalg Yyeerasal dari
ekstern adalah kurang adanya kerjasama dari m&syaratuk ikut serta
menjaga lingkungan, tidak stabilnya kondisi perekorman, dan tidak

adanya batasan dari pemerintah mengenai CSR sehibgtasannya
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menjadi luas. Upaya yang dilakukan oleh perusaltsdam mengatasi
kendala intern adalah dengan memasukkan CSR kendsfategi bisnis
dan menjadikan sebagai media promosi untuk perasahsedangkan
untuk faktor ekstern perusahaan terus berusahak um@ningkatkan
kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkyngenciptakan
perusahaan tangguh yang tahan terhadap guncangamonek dan

memfokuskan program CSR.

B. Saran

1. Kepada PT. Guna Bangun Perkasa
a. Tetap mempertahankan kegiatan CSR yang selama dilah t
dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan dapatjtd.
b. Memprogramkan kegiatan CSR lebih serius dan folaehingga
pengaruhnya dapat dirasakan langsung dan lebih.cepa
2. Kepada Pemerintah
a. Segera membatasi ruang lingkup atau pengertianGfiR, sehingga
perusahaan dapat mengarahkan kebijakan secara tepat
b. Ikut bekerjasama dengan perusahaan dan masyarakak terus
mendukung program CSR yang dilaksanakan oleh Heaamaagar
semua dapat merasakan keuntungannya dan kesegathtakyat dapat

tercipta.
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3. Kepada Masyarakat
a. lkut bekerjasama dengan perusahaan dan pemeriatam anenjaga
lingkungan agar pembangunan dapat berkelanjutan.
b. Tanggap dan kritis terhadap perusahaan-perusalesar mengenai
pelaksanaan CSR, agar undang-undang dapat dil&esarsesuai

dengan tujuannya
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